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TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENM RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- N

. ' Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah
Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata cara Pengajuan dan Penyelesaian
Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
i .
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
. : ~ Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2013
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:
Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2013 tentang
Petunjuk Pclaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan
Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan
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i MEMUTUSKAN :

H
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGAJUAN
DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.
1
§ BAB1
' KETENTUAN UMUM

‘ Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.

2. Bupati adalah Bupati Pacitan.

3. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Kabupaten
Pacitan.

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Kabupaten pacitan.

5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut
PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai,
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan

6. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut dengan SPPT
adalah Surat yang digunakan oleh Dinas untuk memberitahukan besarnya
PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.

7. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan SKPD PBB-P2 adalah adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang
terntang beserta sanksi administrasi.

8. Keberatan adalah keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak atas ketetapan

pajak yang terdapat dalam SPPT dan/atau SKPD PBB-P2.

BAB U
JENIS KEBERATAN PBB-P2

‘ Pasal 2

Wajib Pajak dapat menga_]ukan Keberatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas
atas:

a. SPPT; atau *

b. SKPD PBB-P2. i

, Pasal 3

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan dalam hal :

a. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/atau bangunan
atau nilai jual objek pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana
mestinya; dan/atau '

b. terdapat perbedaan penafsiran Peraturan Perundang-Undangan PBB-P2.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :

a. Perseorangan atau kolektif tmtuk SPPT; dan

b. Perseorangan untuk SKPD PBB-P2.
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‘ BAB III
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

t

Pasal 4

Pengajuan keberatan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. 1 (satu) surat keberatan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD PBB-P2;

b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

c. Diajukan dan disampaikan kepada Kepala Dinas;

d. Dilampiri asli SPPT atau SKPD PBB-P2 yang diajukan keberatan;

e. Dikemukakan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut penghitungan Wajib
Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;

f. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT
atau SKPD PBB-P2, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat
memmjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya; dan

g. Surat keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat

keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak dengan melampirkan:

. 1, Surat Kuasa Khusus, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB-P2
yang terutang lebih dari Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau Wajib
Pajak badan; atau

2. Surat Kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang
terutang sampai dengan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
Pengajuan keberatan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

~ ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut;

(3)

(4)

a. 1 (satu) pengajuan untuk beberapa SPPT Tahum Pajak yang sama,;

b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

c. PBB-P2 yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp 200.000,00
(dua ratus ribu rupiah);

d. Diajukan dan disampaikan kepada Kepala Dinas;

¢. Diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat;

- f. Dilampiri asli SPPT yang diajukan Keberatan;

g. Mengemukakan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut penghitungan
Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan
keberatannya; dan

h. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya
SPPT, kecuali apabila Wajib Pajak melalui Kepala Desa/Lurah setempat
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi
karena keadaan di luar kekuasaannya.

Tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses

surat keberatan adalah :

a. Tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung
oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas Tempat Pelayanan Pajak
Daerah (TPPD) atau petugas yang ditunjuk; atau

b. Tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam hal disampaikan melalui
pes tercatat dengan bukti pengiriman surat.

Untuk memperkuat alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf e dan ayat (3) huruf g, pengajuan keberatan disertai dengan :

a. fotokopi identitas Wajib Pajak;

b. fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;

c. fotokopi bukti kepemilikan tanah;

d. fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); dan/atau

e. fotokopi bukti pendukung lainnya.
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E Pasal 5

(1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat {1} atau ayat {2}, dianggap bukan sebagai surat
keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan,

(2) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 10
(sepuluh) hari kerja'sejak tanggal penerimaan surat keberatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3}, harus memberitahukan secara tertulis
disertai alasan yang mendasari kepada :

a. Wajib pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan keberatan secara
perseorangan; atau

b. Kepala Desa/Lurah setempat dalam hal pengajuan keberatan secara
kolektif,

{3) Dalam hal penga_]uan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1}, Wajib Pajak masih dapat mengajukan keberatan
kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat {2} huruf h.

: Pasal 6

(1) Untuk keperluan pengajuan keberatan, Wajib Pajak dapat meminta
keterangan secara tertulis mengenai dasar pengenaan dan/atau penghitungan
PBB-P2 yang terutang kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala Dinas harus memberi keterangan yang diminta oleh Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dalam jangka waktu paling lama 10
(sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan Wajib Pajak diterima.

(3} Jangka Waktu pemberian keterangan oleh Kepala Dinas atas permintaan
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat {2} tidak menunda jangka
waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1)
huruf f dan ayat {2} huruf h.

Pasal 7

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB yang terutang
dan pclaksanaan penagihannya.

Pasal 8

(1) Kepala Dinas berwenang memberikan Keputusan atas pengajuan keberatan
dalam hal PBB-P2 yang terutang sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah}. }

{2) Bupati berwenang memberikan Keputusan atas pengajuan keberatan dalam
hal PBB-P2 yang terut:ang lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) ;

i

! Pasal 9

(1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2}
ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di Dinas dan apabila diperiukan,
dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.

{2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan berdasarkan surat
tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.



Pasal 10

(1) Bupati atau Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)
bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat keberatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), harus memberi suatu Keputusan atas’
pengajuan kcberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat
(2).

(2) chutusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besaruya
jumlah PBB-P2 yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah tcrlampam
dan Keputusan belum diterbitkan, pengajuan keberatan dianggap dikabulkan
dan diterbitkan Keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam-
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu
dimaksud berakhir. :

(4) Dalam hal Keputusan keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT
atau SKPD PBB-P2, Dinas menerbitkan SPPT atau SKPD PBB-P2 baru
berdasarkan chutusan keberatan tanpa merubah saat jatuh tempo
pembayaran.

(5) SPPT atau SKPD PBB-P2 baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bisa
diajukan keberatan.

Pasal 11

Dalam jangka waktu 12 \(dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (1), Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan
tertulis sepanjang surat Keputusan keberatan belum diterbitkan.

Pasal 12

a. Bentuk Format Surat Permohonan adalah sebagaimana tersebut pada
Lampiran I Peraturan Bupati ini;

b. Bentuk Format Lembar Penchtlan persyaratan pengajuan keberatan PBB-P2

- adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Peraturan Bupati ini;

e. Bentuk Format Pemberitahuan Pengajuan Keberatan PBB-P2 tidak dapat
d1pert1mbangkan adalah scbagalmana tersebut pada Lampiran III Peraturan
Bupati ini;

d. Bentuk Format Surat Tugas untuk melaksanakan penelitian atas pengajuan
Keberatan PBB-P2 adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran IV Peraturan
Bupati ini;

e. Bentuk Format Pcmbentahuan penelitian di lapangan atas permohonan
pengajuan keberatan PBB-P2 adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran V
Peraturan Bupati ini; dan

f. Bentuk Format Laporan Hasil Penelitian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan
adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

[P W

t
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan .

% Ditetapkan di Pacitan
: Pada tanggal 24 - ¢ - 2014

) BUPATI PACITAN

? INDARTATO

P S O )



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

§ Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulau berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mehgetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan .

5 Ditetapkan di Pacitan .
; Padatanggal 23 - 6 - 2014

BUPATI PACITAN
’ Cap.ttd

INDARTATO
Diundangkan di Pacitan
. Pada tanggal 23 Jnni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN

Drs.SUKO WIYONO MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABIiPATEN PACITAN TAHUN 2014 NOMOR 16
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LAMPIRAN 1: PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 16 TAHUN 2014

- 2014

r
.
'
£

TANGGAL : __\23 - 6

A. CONTOH 'SURAT PERMOHONAN YANG DIAJUKAN SECARA

PERSEORANGAN |
3
Nomor : ....................................... Yth. Kepala DPPKA
Lampiran : 1 (satu) set Kabupaten Pacitan
Hal : Keberatan atas SPPT/SKP PBB-P2 *) Di
Tahun Pajak ...cceveeeeee Pacitan

Ll

Yang bcrtandatanéan di bawah ini :

Nama D eereressrannnsssssesssestrressaenaannrnre rrertornrnnnasnrine veereressnans
NIK D teiertesessttesesattesesatteststtttattatseantntasatttsasttasaatasesranes
Alamat D eieeecesssnseseeesssnnntesesssnnnteesssssaneresesssannresesasasasasasns
Desa/Kelurahan* : .....c.ccccecenee teeteeesenteessetteaasasassssassassssssassssanseserrans
Kecamatan D eresssererereersssssssrrsnnenransrrreses verbirssanrssesiarssntrttetereas
Kabupaten D eeerreconsesttteetesssbbisbasessbbssses e bsss s s s bbbt s e ses ettt reas
Nomor telepon D ceseessssssnsesssnsensssssssssnnssssssssssssssssssssese tessseseanrrennnans

!

sebagai Wajib Pa_]ak/ kuasa Wajib Pajak*) atas objek pajak :

oooooooooo

NOP o ieiesseiresesnsesnsssssssusresustsvesesussestsusrrsrsarsrsrsrarons
Alamat : ..‘ ..................................................................................
Desa/Kelurahan* . ...ccvemimmmncscennes bemameesrisssutsennnesaritestetasittasettesirastes
Kecamatan D eannaebeeeteersanssttaiaaaaeaaeteateeassesstrnnerttaseseoseeserrerrttttteesesees
Kabupaten : Pacitan

PBB yang terutang : Rp....c.cceee. veesanceers (srsssssnrennsssssensessestrnisassenrssssrnrsssrrasans )
Tanggal SPPT / SKPD PBB-P2 *) : ...... - ...... -20......

dengan ini mengajukan keberatan atas SPPT/SKPD PBB-P2*)

Tahun Pa_]ak bersessssannse dengan alasan :

L. cvenreceinareiesiaanaaniane, eessrerarsisnsserssasasrasasass reensrarasassrsnanns

2, rvrrrrrssnssssessisiisessenens eessesasserrnrrrsunnes terersssvssssesssesassesesess

3. dst.

Menurut perh1tungan kami ketetapan PBB-P2 yang seharusnya adalah
sebagai berikut :

1. |Bumi A [ N2 XRP ..conunees 1n? | Rp..cecsseainnnnans
2. | Bangunan N e m2 x Rp ... m? |Rpe.ooeeeeeeeeeee. ’
3. | NJOP sebagai dasar pengenaan PBB | (1+2) RP..ooirssessnunnre
4, | NJOPTKP Rp..oooieiznieenes -
5. | NJOP untuk penghitungan PBB (3-4) RD..vcvvreroraens
6. | PBB terutang ; RpP..cceceranrnranans

P N e YT
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Bersama ini dilampirkz‘an : |
1. fotocopy SPPT/SKPD PBB-P2 * Tahun Pajak........

2. Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa* dalam hal surat permohonan tidak
ditandatangani Wajib Pajak;
3. dokumen pendukung

i
Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

g

C g ~eeeerm20....

: Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak®)
(cerrersecaresesssssassassassesssnernns )

. _ Keterangan :
g *) Coret yang tidak perlu

———— e e

- e

e d
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[
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B.CONTOH SURAT PjERMOHONAN YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF :

Nomor 2 reerenseans verssessssssssnsnsnsssssnsnsasesacssasssseens Yth, Kepala DPPKA
Lampiran : 1 (satu) set Kabupaten Pacitan
Hal : Keberatan atas SPPT/SKP PBB-P2 %) Di
Tahun Pajak ............. Pacitan
!

Yang bertandatangan dl bawah ini :
Kepala Desa / Lurah * :

Kecamatan vonsavens cenesnssnasarsnes sevssssssevansseasuns evervrranes
Kabupaten : ¢ Pacitan
Nomor Telepon I erierieeesrreseesennernisstsnensieieenaeesarsinnnaseeses

bertindak untuk dan atas nama Wajib Pajak mengajukan keberatan PBB-P2
yang terutang Tahun Pajak ........eeen. . Sejumlah ........ vervrnas SPPT yang
terletak di desa/kelurahan® .......cccevnneeee cerensasns dengan alasan keberatan dan
perhitungan PBB-P2 yang terutang menurut Wajib Pajak sebagaimana daftar
terlampir. ‘
{

Bersama ini dilampirkén :
1. fotocopy SPPT Tahun Pajak ........ sejumlah ....... .. lembar
2. lampiran Daftar Keberatan PBB-P2 Yang Diajukan Secara Kolektif

dan/atau i
3. dokumen pendukux}g:

[P I

[T I P



DAFTAR KEBERATAN PBB-P2 YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF

DESA,KELURAI{AN*]:.................'...............................

Lampiran:

KECAMATAN :II....‘....l.......l...I.....‘...........I....l.l
KABUPATEN sPacitan
TAHUN PMAK :..........-.
Menurut SPPT Menurut Wajib Pajak Tanda
NOP dan Luas (m?) NJOP (Rp/m?) PBB Luas (m?) NJOP (Rp/m3?) PBB Temgan
NO | Nama Wajib yang yang |Tgl SPPT| Alasan Waiib
Pajak Bumi |Bangunan| Bumi |Bangunan| terutang| Bumi |Bangunan] Bumi |Bangunan | terutang | diterima |Kebemtan PaJJak
(Rp) ' Rp)
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1
2
3
dst
Jumlah PBB yang terutang
PaCitan guseans ' YYL L] -20--1
Kepala DesafLurah *
( ........ (AR ALY AR ERN SRR LARZYE] ]
Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

BUPATI PACITAN
Cap.ttd
INDARTATO
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LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI PACITAN
! NOMOR : 16 TAHUN 2014
| TANGGAL : 23 - _6_- 2014

BENTUK FORMAT LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PENGAJUAN
E KEBERATAN PBB-P2
A.LEMBAR PENELITiAN PERSYARATAN PENGAJUAN KEBERATAN PBB-P2
DIAJUKAN SECARA PERSEORANGAN

_Nomor : FEBAFAS L SRS B RN PR LA ISRV I RS RASART YRS

L8urat Pengajuan K;:beratan

Nomor dan tanggal | | ... crreereessnnnnes ceerseeesniceniases
Tanggal Terima Surat | et e sare s
Nomor Tanda Terlna SUTAL ¢ ...c.ceevciireriinneosseeeesssicessusssesssssennsssseresssssnssanes
Il.Identitaa Pemohon ;
Nama ! T SO versssrreneerss resesaversenecs versesttenrnentacernteras
Alamat 1 [ cernens beeidtinvereciarrseranrasaonnrnrans
Ul.Ketetapan PBB-P2
NOP D rrecseesrarsaesitnstatsiaastsestesnsststtsnsaettiennansetstrenssuene
PBB-P2 yang terutang S eerireemesrrieerastrereerraterett ettt et eneteoeun Tttt bunteraad
Tahun Pajak ; - vovvrsses vessrnsnes tresrrsttererersartenresernnssnrnseras
IV.Penelltian Persyaratan
t Pemenuhan
No ;  Uraian Persyaratan | Keterangan
: Ya | Tidak

1. | Satu surat keberatan untuk 1 ({satu)
SPPT/SKP PBB-P2

Tertulis dalam bahasa Indonesia

wln

Diajukan kepada Kepala DPPKA Kabupaten
Pacitan

Dilampiri asli SPPT dan/atau SKP PBB-P2
yang diajukan Keberatan

I

Dikemukan jumlah PBB-P2 yang terutang
menurut penghitungan Wajib Pajak disertal
dengan alasan yang mendukimg pengajuan
keberatannya

6. | Jangka waktu 3 {tiga) bulan sejak tanggal
diterimanya SPPT atau SKP PBB-P2

7. | Ditandatanganii oleh Wajib Pajak/Kuasa
dengan melampirkan surat Kuasa/Surat
Kuasa Khusus

V.Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka
romawi IV, pengajuan keberatan dimaksud memenuhi/tidak
memenuhi*) persyaratan sehingga pengajuan keberatan dapat
dipertimbangkan/tidak dapat dipertimbangkan®*).

. Pacitan ,...c..veee..=20
Mengetahul Petugas,
Kepala Seksl ..............
T SO S 11 O
Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu



!

B.BENTUK FORMAT LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PENGA.JUAN
KEBERATAN PBB-P2 SECARA KOLEKTIF

Nomor : PSRN ERLRLRBRRERERN BB RAEA RSO RS

I. Surat Pengajuan Keberatan

Nomor dan tanggal: D retnnnrnreesersssssssttaas reererersissssesbaanttnn s .
Tanggal Terima Surat D ttetitetansenirentrenrtrntisereatrtnunrnnEsanestnetessiesnsen
Nomor Tanda Terima Surat D rereeereeseesensns serrrssssssesessessesrtnreenannaesesrrrres
II. Identitas Pemohon
Nama . D reesnns cererrsnisresrracsnasasananasnsas sunmsosnssnasactnsans
Alamat ' S eessssrrsreeaernnsesaesanesanans vrosnsesreerrrenarsaessann .
Ul Ketetapan PBB-P2
Jumlah SPPT { D eetteesssinsnssaresrararisnstsssttsastenannnsannnsnersenarerone
Tahum Pajak ; D aeresssasesesisssesssesasasatnioeatarasatsentsstesstrssrnnarans
IV. Penelitian Persyaratan
{ Pemenuhan
No . Uraian Persyaratan | Keterangan
; Ya | Tidak :
1. | satu pengajuan untuk beberapa SPPT
Tahun Pajak yang sama
2. | PBB-P2 yang terutang untuk setiap SPPT i _
paling banyak RP 200.000,00 (dua ratus il Terlampir
ribu rupiah}
3. | Tertulis dalam bahasa Indonesia
4, | Digjukan kepada Kepala DPPKA Kabupaten
Pacitan '
5 Digjukan melalul Kepala DesafLurah*)
° | setempat v
6. | Dilampiri asli SPPT dan/atau SKP PBB-P2 .
yang dpiajukan Keberatan Terlampir
7. | Dikemukan jumlah PBB-P2 yang terutang
menurut penghitungan Wajib Pajak disertai Terlampir
dengan alasan yang mendukung pengajuan P
Keberatannya
8. | Digjukan dalam jangka waktu 3 (tlga] .
bulan sejak tanggal diterimanya SPPT Terlampir

V.Berdasarkan penel:ltian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka
romawl IV, pengajuan Keberatan dimaksud memenuhi/tidak
(memenuhi*}) persyaratan sehingga pengajuan Keberatan dapat
(dipertimbangkan/tidak dapat dipertimbangkan*}.
a.memenuhi - persyaratan sehingga pengajuan Keberatan dapat

dipertimbangkan sejumlah ......... veees SPPT; dan
b. tidak memenuhi persyaratan sehingga pengajuan Keberatan tidak dapat
dipertimbangkan sejumlah .............. SPPT.
; Pacitan ,......-.....-20
Mengetahui Petugas,
Kepala Seksi .............
11 O S NIP ..oooooevesvevessseneeenenne
@
Keterangan : '

*} Coret yang tidak perlu

PR



- LAMPIRAN :
LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PENGAJUAN KEBERATAN PBB-P2 SECARA KOLEKTIF

DESA,KELIIRAI‘IAN* : SR LSRRI RGN AN AR A RN RSN N ESAR AN RN RO R RPN RN RS

KECAMATAN : LIZZ A LA LE L AL LR R L LR L L L L LIl LLE Ll LY LLllJ
KABUPATEN s Pacitan
TAHUN PMAK : SHREPEREIRINNARA R RAR AP SR RSN RN R R RSN R NN SRRt RN RO ERE
Penelitian Persyaratan Pemenuhan Persyaratan
Nomor Objek alin A o
No | Nama Wajib Pajak . PBB paling | py;1omn piri asli | PPB menurut § ;o\ oka waktu Tidak Keterangan
| Pajak Rl‘)’;ggfg‘oo SPPT ‘:ﬁ:&“ 3 bulan Memenuhi Memenuhi
Keberatan :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
3
dst
Pengajuan Keberatan dapat dipertimbangkan D cereecerrenns .. SPPT
Pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan  :.....ccceveveee SPPT
Keterangan : :

*) coret yang tidak perlu PATI PACITAN
BU

Cap.ttd

INDARTATO




LAMPIRAN Ul : PERATURAN BUPATI PACITAN
,_ NOMOR 16 TAHUN 2014
: TANGGAL 23 - 6 - 2014

t

BENTUK FORMAT PEMBERITAHUAN PENGAJUAN KEBERATAN PBB-P2
|

¥

Nomor Y veerseseancanns eessssnse cresseseraras Pacitan, ..cceeveecennens 20..... :

Lampiran :1 (Satu) berkas Yth. ciiriiiiemiccnecrenenireneceeenens

Hal : Pemberitahuan Pengajuan meteetrensrussraassnnrirestsasinnsen
Keberatan PBB-P2 Tidak Dapat = ......... rereavesseens reesasesserens .-
Dipertimbangkan

!
Sehubungan dengan pengajuan keberatan Saudara melalui surat nomor

vassarerereresarens . tanggal {....cccoaee vorness NAL ceiiiniiciniinnins «eeeeee Yang diterima tanggal

reereeresrrreasianans .ess » Dersama ini disammukan bahwa :
i

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 5 ayat (1)
Peraturan Bupati Pacitan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Pengajuan dan Pcnyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, diatur bahwa :

a. Pasal4: i
(1) Pengajuan keberatan secara perseorangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (2) harus memenuhi persyaratan :

Satu surat keberatan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD PBB-P2;

Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

Diajukah dan disampaikan kepada Kepala Dinas;

Dilampiri asli SPPT atau SKPD PBB-P2 yang diajukan

keberatén;

e. Dikemukakan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut
penghitﬁngan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang
mendukung pengajuan keberatannya;

f. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal
diterimanya SPPT atau SKPD PBB-P2, kecuali apabila Wajib
Pajak a?ttau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaannya; dan

g. Surat k@:bcratan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam
hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak
dengan melampirkan:

1. Sura{t Kuasa Khusus, untuk Wajib Pajak orang pribadi
denéan PBB-P2 yang terutang lebih banyak dari Rp
2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau Wajib Pajak
badan;atau

2. Surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan
PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua
juta rupiah).

i
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(2) Pengajuan keberatan secara kolektif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan :

a. 1 (satu) pengajuan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang
sama; i

b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

c. PBB-P2 yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak
Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

d. Diajukan dan disampaikan kepada Kepala Dinas;

e. Diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat;

f. Dilampiri asli SPPT yang diajukan keberatan;

g. Mengemukakan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut
penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang
mendukung pengajuan Keberatanmya; dan

h. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal
diterimanya SPPT, kecuali apabila Wajib Pajak melalui Kepala
Desa/Lurah setempat dapat menunjukkan bahwa jangka
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaannya. '

b. Pasal 5 ayat!(l), Pengajuan Keberatan yang tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atau ayat
(2), dianggap bukan sebagai surat Keberatan schingga tidak dapat
dipertimbangkan,

2. Berdasarkan penelitian kami, pengajuan keberatan Saudara tidak

memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) atau ayat (2) Peraturan Bupati
Pacitan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan dan
Pcnyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan, yaitu:

. Saudara masih dapat mengajukan kembali pengajuan Keberatan dengan

terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut diatas
sepanjang masih memenuhi jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak
tanggal diterimanya SPPT atau SKP PBB-P2.

. Atas perhatian dan ke:.jésama Saudara diucapkan terima kasih.

! Kepala DPPKA
! Kabupaten Pacitan

14
i
B

-----------------------------------
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I.AMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 16 TAHUN 2014
TANGGAL: 23 - 6__-2014

e

: SURAT TUGAS
NOMOR : .....ccevevienannnes
; : .
Sehubungan dengan pengajuan keberatan PBB-P2, dengan ini kami
menugaskan : '
1. Nama D ererrsieesanessiastiansens
NIP I evesateresiresersainsiesssesstansrsnarnnssnnares
Pangkat/Gol :............. vesenessmnencesssreeeasassasesansasesens
Jabatan D terseiesssessetestntsssssssssinnnastnnnnnssensnsenaas
- 2. Nama D irsvedeesnieanns revenuae cerereeraarasraneas D
NIP D reeessaneesssranesessaenesisianessereenssesantnasare
Pangkat/Gol :.........ccceeee verssanan
Jabatan D reertiesesansesseanssraencssarasssaessssaeee vereernen
untuk melaksanakan : penehuan atas pengajuan kcbcratan PBB-P2 yang
disampaikan melalui surat :
Nomor D teerereeseseetaneneseetstaretaesessattastiisaraeanns
Tanggal D eeresesssrressrssissnrenssssssrrassssesensnsssaase
NamaPemohon :....cceemsiiccieenens sersersensssssrrnnsrerres .
Alamat H— .j ...............................................
atas SPPT/SKP PBB- P2*) NOP ..ociriiiriinniinicinrensaisicinisiesae mulai tanggal
crsstnsaesssssssssssnsnnsansannassesss SAMPai dengan tanggal ......ooeviiniinniinnniiiiiiiiinnnnes
i .

Demikian untuk :dilaksanakan dan setelah selesai melaksanakan tugas
agar menyampaikan laporan.

Pacitan, .....ccccvceevreencrnnenn.
Kepala DPPKA
Kabupaten Pacitan
NIP. coorrvrerrrreesnnreesranens
BUPATI PACITAN
Cap.ttd

INDARTATO

i



i
!

LAMPIRAN V: PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 16 TAHUN 2014
i ' TANGGAL : 23 - 6 - 2014

CONTOH BENTUK PEMBERITAHUAN PENELITIAN DI LAPANGAN ATAS

PERMOHONAN PENGAJUAN KEBERATAN PBB-P2

Nomor Y reesesressernesssensssenerransassnnns Pacitan, ....cccooiieeenne 20.....

Lampiran :- : b ¢ 3 ¢ TR

Hal : Pemberitahuan Penelitian === e '
Di lapangan Pengajuan Keberatan — ...cccccevvvvceerensrinmenenssnnes
PBB-P2

Sehubungan der;gan surat pengajuan keberatan PBB-P2 Saudara nomor |

..................... tanggal ........oeeseneee.  atas SPPT/SKP PBB-P2*) NOP
........................ , dengan ini diberitahukan bahwa akan diadakan penelitian
di lapangan pada hari/tanggal ........cccoeeeeeeanenne

1

Demi kelancara_h jalannya penelitian, diminta bantuan Saudara atau
kuasanya untuk mendampingi petugas peneliti.

Demikian untuk mendapat perhatian Saudara.

‘ Pacitan, .c.ceeeesreeenennrerenenrs
; Kepala DPPKA

i Kabupaten Pacitan

E

L

: NIP. .o
BUPATI PACITAN

i Cap.ttd
INDARTATO
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mmm VI: PERATURAN BUPATI PACITAN

; _ NOMOR : 16 TAHUN 2014
; | TANGGAL: 23 . 6 - 2014
a. LAPORAN HASIL PENELITIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN | PERDESAAN DAN PERKOTAAN
YANG DIAJUKAN SECARA PERSEORANGAN

; Nouom.....ocaooooooooa.

- Berdasarkan Surat Tugas nomor .......ccceeuune. wesese tANEEAL e .
telah dilakukan penelitian dari tanggal ........................ - sampai dengan
tanggal ...ccvevnniinncennnns . tethadap pengajuan Keberatan PBB-P2 yang diajukan
secara perseorangan oleh Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak*):

Nama L reereeattirrerrsrineererraiserstteterrnrrnrrrsntarestararssntatestintneos
Alamat § eetereittaterntessss s an e rtteets sttt anant e b s abaatn RS E ettt anannnny
melalui surat NOMOTr .....cceceererrnerverees tanggal ......ccevereecrecrennnnns yang diterima
Pclayanan Pajak Dacrah Kabupaten Pacitan berdasarkan LPAD/BPS nomor
rerstosurere weees taNggAl i, , dengan uraian sebagai berikut:
I. UMDM :
1. NOP : O ceaneeessneraesssesaerssrans tressesstesasnanaeses
2. Alamat Objek Pajak D reivieecnnecsasaresssssnencasannsans cettseeeseerenssennans
3. Tahun Pajak | [ .icccccccrericccacrsnensesssssensaecsssasannassssssnnans
4. Jcnis Ketetapan SPP'I‘ / SKPD PBB-P2 *)
5. PBB-P2 terutang RpP ereeriinnnne veevsersernersessasstineensnnnasessins
PR vevsrrrssresssasassren )
{

fI. DASAR HUKUM |

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

2. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Pengajuan dan’ Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan.

i

1U. HASIL PENELlefr

NJQP Bangunan {Rp]

Penghitungan PBB: (Rp)

a. NJOP sebagai dasar
pengenaan PBB

b. NJOP TKP

€. NJOP untuk
penghitungan PBB

e. PBB yang terutang =
(tarif) % x NJOP

) Data Menurut **) t Selisih **)

No Unsur Yang Diteliti Sg’i’{]‘P/ Wajib Petugas (51 - (4) (51 - (3)
! PB_B’P2 * Pa]ak Peneliti .

1 2 . 3 4 5 6 7
| 1. | Luas Bumi (m?3)

2, | Luas Bangunan (m2)

3. { NJOP Bumi/m2 . b

4. | NJOP Bangunan/m?3 ned)

5, | NJOP Bumi (Rp)

6.

7.

'
.
¥

Ak o b e s




IV. KESIMPULAN DAN USUL
1. Kesimpulan |

[0 Menerima seiurulmya.
[J Menerima sebagian.

0 Menolak.

)

3 Menambah I:]esarhya PBB yang terutang sehingga menjadi

Rp‘ lllllllllllll :‘l. ( ......................................... LR EREEEEEEEERREREE S ] ]
2. Usui i
i Mengetahui,
Petugas Penelitil ! Petugas Peneliti II Kepala Seksi Keberatan

dan Restitusi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
e e ————— b . e e———————— e e——————

Keterangan: :

*) coret yang tidak perlu

**)  diisi Unsur Yang Diteliti dengan angka

***) dilengkapi analisis hasil penghitungan NJOP

1

f
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b. LAPORAN HASIL PENELITIAN KEBERATAN PAJAK BUHI DAN

BANGUNAN ' PERDESAAN DAN PERKOTAAN
YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF

; NOMOR RGN ETOSRSDEIRARED

Berdasarkan Surat Tugas NOMOL vverrecsressronss . tanggal ...ccciinnrnenineeiiennann,
telah dilakukan penelitian yang dxlaksanakan pada tanggal ........ccoeoo.
sampai dengan tanggal .......c.ceeervveveanee e atas permohonan keberatan PBB-
P2 yang diajukan secara kolektif oleh:

Kepala Desa/Lurah | @ ..eieeees beserhnresssssrssssbassenne veseessrrsrrrrrasss

Kecamatan . erserbrsnanaresnasnassases cerrsrrrsrsses

Sejumlah S SPPT

melalui surat nOMOr .....ccevveeeneen. ORI £-3 o 1~ - 1 SUUROPUR yang diterima
DPPKA Kabupaten Pacitan berdasarkan tanda terima surat nomor
..................... tanggal .............cosseeneneeer, dengan uraian sebagai berikut :

1. UMUM :

Data Wajib Pajak dan ohjek pajak adalah sebagaimana tercantum dalam
kolom 2, kolom 3, kolom 4, dan kolom 5 lampiran Daftar Hasil Penelitian
Keberatan PBB Yang Diajukan Secara Kolektif ini.
II. DASAR HUKUM |
1. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
2. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Pengajuan dan Penyelcsaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan.

1IU. HASIL PENELITIAN
Hasil penelitian untuk masing-masing Wajib Pajak adalah sebagaimana
tecrcantum dalam:kolom 5 Lampiran Daftar Hasil Penelitian Keberatan
PBB-P2 yang diajt,gkan secara kolektif ini.

IV. KESIMPULAN DAN USUL
- Kesimpulan dan! usul umtuk masing-masing Wajib Pajak adalah
sebagaimana tercantum dalam kolom 6 Lampiran Daftar Hasil Penelitian
Keberatan PBB-P2 yang diajukan secara kolektif ini,

; Mengetahui, .
Petugas Penelitil ! Petugas Peneliti II Kepala Seksi Keberatan
: dan Restitusi

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
e —————————i

NIP.-dl....'ttttlo ............... ‘... NIP ................ (AR RRRREELELLLEL} NIP ...... IR RN T TR R R R LR 2 g e
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DAFTAR HASIL PENELITIAN KEBERATAN PBB-P2 YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF

DESAIKEL‘IRAHAN*’z LI 3T AN TR YT Y T T R TN IS IR ISR IR ) ]])

KECAMATAN :"...D.‘.l......l....l..........I..l...'........."....
KABUPATEN : Pacitan
TAHUN pAJAK : SERP PR R A R AR A R IR RAS RO R RR AP RN PR RO SRR ARG AR RARRP RN IR b
NOP Menurut SPPT Menurut Wajib Pajak Menurut Petugas Peneliti Kesim-
NO dan Luas (m?) _| NJOP (Rp/m? | PBBYS Luas (m?) __| NJOP (Rp/m?) | PBS e Luss jm:) | NJOP (Rp/m?) | PBBye oulan
. . Bangu Bangu tang Bangu Bangu { lerutang Bangu Bangu | Temtang
NemaWajibPajak | Pumi| van | B%™ | nan | ®e) [ Buml | ron [Bwml| von | @) | Buml | "pgy [ Buml | gy | ®p | dan Usul
1 2 3 4 5 6
1
2
3
dst
Keterangan :
*) coret yang tidak perlu
BUPATI PACITAN
e e+ e e e+ i e e - O L
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